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ASPEK YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN EKSTAS] ..
.. - Oleh Prof. Dr. H. Loebby Logman, S.H*) s

Pendahuluan - . pa—

Masalah penyalahgunaan ekstasi
masih menjadi’ permasalahan dalam
masyarakat, terutama’di kota-kota

besar di Indonesia. Bahkan sejauh ini

masih* d1d1skusxkan Sejauh mana
dipergunakan. dalam penindakan
penyalahigunaan . ekstasi. .

+Pada.waktu sebelum adanya
Undang Undang Narkotika, terjadi
pula suatu keadaan di mana. _terhadap
penyalahgunaan narkotika -ini men-
jadi.permasalahan yang ramai di-
bicarakan di dalam magyarakat, di
mana seolah-olah Indonesia keting-
galan dari negara lain di dalam pe-
ngatnran penyalahgunaan narkotlka

Meskipun telah ada Undang-
Undang Narkotika, pada saat-saat
pertama diberlakukan, masih terjadi
perbedaan persepsi di kalangan pe-
negak hukum, sehingga pemah ter-
jadi pemidanaan yang dirasakan fidak
sebanding dengan penindakan yang
dilakukan oleh aparat penyidik. Baru
setelah ramai dilakukan pemidanaan
yang berat, sampai pada pidana mati
dengan menggantung pelaku penya-
lahgunaan narkotika yang dilakukan

*) Penulis adalah Gurn Besar Fakuliag Hukum
Ul, Jakarta. Tulisan ini disajkan dalam seminar
yang diselenggarakan oleh Disdokkes Polda
Metro Jaya, Juh 1996,

oleh negara tetangga kita, Ma}éy's'ia '
maka di Indonesia mulai dlrasakan_,
pentingnya penjamhan pidana yang
lebih berat oleh pengadilan terhadap:
penyalahgunaan narkotika. .. ...

Lain daripada ‘itu semaraknya
penggunaan ekstasi terlihat, -adanya.
kesimpangsiuran di dalam penerapan
perundang-undangannya, sehmgga
dirasakan sulit di dalam melakukan

~penindakan penyalahgunaannya ‘Hal

ini terjadi karena perbedaan persepsi
di dalam  penafsiran perundanga_
undangan yang ada. :

Di dalam penerapan hukum, hal
penafsiran mempakan hal yang pen-
ting. Tidak semua perundang-undang-
an-dapat memberikan pengaturan yang
terperinci, meskipun di dalam peng-
aturan hukum pidana sifat limitatif
merupakan sifat yang prinsipil ‘sekali,
Akan tetapi amat sulit memberikan
suatu keteniuan yang bersifat limi-
tatif, apabila membuat suatu undang-
undang yang jangkauannya diharap-
kan selama mungkin. Dengan per-
kembangan yang amat pesat terhadap
nilai dan hal lain dalam masyarakat,
sifat limitatif ini bahkan sulit untuk
dilakukan secara baik. Oleh Sebab itu
penafsiran undang-undang menjadi
hal yang penting. Sedangkan untuk
itu diperlukan suatu penafsiran yang
sama oleh para penegak hukum, bah-
kan oleh semua masyarakat sekali-




pun, -terhadap diberlakukannya suatu
ketentuan perundang-undangan, mes-
kipun secara. eksplisit kata -gkstasi
tidak . tercantum di- daiam suam ke-
tentuan pemndang undangan

Persepsi’ terhadap bahaya penya-?

_ lahgunaan ekstasn

Sebelum membicarakan tentang-

ketentuan perundang- undangan yang
____-mungkm ‘dapat’ digunakan di dalam

~ penindakan’ penyalahﬁunaan ekstasi,
dlperlukan suatu persamaan persepsx'_'
tentang bahaya penyaiahgunaan eks-_

tas1

Banyak orang yang masxh memé

punyai -anggapan . bahwa pemaka:an

eksta51 tidak -akan terlampau berba-.
haya dlbandmgkan dengan penggu--
naan narkotlka Banyak alasan. yang
mereka gunakan sampai pada keten-.
tuan perundang-undangannya, di ma-.

na dikatakan bahwa bahkan di negara
tertentu - yang dllarang adalah peng-
gunaan’ ‘narkotika,’ sedang untuk

penggunaan ‘ekstasi- tidak dilarang.”

Hal demikian selaiu digunakan bagi
mereka yang ingin membawa ekstasi
ke -Indonesia dari--negara -Juar.

~Sejauh ini banyak orang yang be-
lom mengetahux apaiagx menyadari,
tentang bahaya penggunaan ekstasi.
Bahkan banyak pengguna Justru me-
nikmati ekstasi sesual dengan penye-
suaian keadaan di-mana dia berada,
Yakni menikmati bergoyang sambil
dilatar. belakangi musik yang -sedang

semarak: di diskotik maupun tempat--
tempat sejenienya. Pendapat demikian: -

yang justru sampai mempertanyakan
keabsahan pemndakan penggunaan_f
eksta51 TR TE RS ot e Sy

Bahaya penggunaan yang’ udak':
terkontrol terhadap ekstasi kiranya
sama sekali tidak diketahui® banyak-?_
pengguna, bahkan sampai pada
akibainya yang mereka anggap tidak
sampai pada kecanduan dan dapat
menambah kekuatan fisik maupun.di
bidang seksual. Dengan. demikian.
akan :menjadi keheranan .mereka,
mengapa penggunaan ‘ekstasi di-
larang. Persepsi demikian barangkali.
harus sedini mungkin . dilakukan,
perubahan dengan cara apapun, baik
penynluhan ataupun dengan pene-.
rangan sedemikian rupa agar mereka
menerima sehingga setidak-tidaknya
akan ‘menjauhi .penggunaan ekstasi.

Lain daripada“itu masih ‘terjadi
keinginan sementara pihak " adanya"
ketenman yanc secara eksphslt men-
cantumkan kata ekstasi‘ini di dalam
suatu ketentuan perundang- undanganf'
untuk dapat dilakekan penindakan’
terutama di.dalam melakukan .pe_nm—
dakan melalui hukum.pidana. .-

Ketentuan Perundang undangan

Sudah dluraikan dl atas bahwa_.
sejauh ini-masih belum ada. suatu
ketentuan di dalam _perundang-
undangan yang secara. eksphsxt me-;
larang menggunakan ekstasi secara
tidak - sah, Ekstasx tidak dapat. di-
golongkan di. dalam kualifikasi narw._
kotika seperti apa yang. dzcanmmkanﬁ
dalam Undang-Undang Narkotika.




Undang»Undang iiu sudah- menjelas-;
kan ‘secara’. limitatif “kualifikasi

narkotika, baik yang secara alamiah
maupun secara Kimia. Oleh sehab itu

tka,

hal: demﬁﬁan, ajaran penafsiran me-

ngatakan bahwa yang pertama: kali’
dilakukan adalah menafsitkan secara’
autentik, yakm ‘mencari: penafswaﬁ
vang télah diberikan oleh undang-:
undang ‘itu sendiri; Apabila undang-
undaag 1ersebut tidak: memberikan’
pengertxan atas'suatyistilah, maka i<

cari penafsiran: melalui ‘penjélasan
resmidariundang-nndang itu. Barulah
akan digunakan penafsnan menurut

doktrin, . apabila pengeman snam,

ketentuan pasal juga tidak . didapatl

di, dalam penjelasan resrm undang-.

undang 1tu

Penafs:ran biikan saja dari suatu
keadaan’di-mana terdapat kekurang-:
jelasan dalam suatu pasal di dalam.

undang undang, akan tetapi Jjuga ha-
rus dicari suatu penafsuan dari suatu

peristiwa di dalam masyarakat aklbat_
dari perkembangan nilai atau per-
buatan di dalam masyarakat. ‘Banyak

conioh dlbuat suatu’ penafsu'an di

dalam ketentuan perundang-undang-
an unfuk melakukan antisipasi per-

kembaqga_r; di dalam masyarakat.

_ mungkm lagl untuk melak_ukan_
pe afsn*an yang- dlperluas terhadap.

BE eperﬁ ‘yang’ dmra1kan dx atas,ﬂ
di: dalam melaksanakan suatu keten-:
tuan pcrundangmndangan, ajaran-pe~
nafsiran- harus digunakan.’Di dalam’

Demlklan ‘halnya di: dalam per-t--;é
masalahan ekstasi, kiranya harusidiz-
cari’ perundang-undangan yang felah
ada; sejauh tidak ditakukan: penafszr«: :
an analogi. Karena penafsiran analogi
ini terlarang di dalam hukum- pidana,~
Lagi pula tidak mungkin akan me-.
Iakukan tindakan dengan menunggu
adanya ketenman N\

Apabﬂa belnm acia kete ua‘:,
perundang undangan yang .secara.
ekplisit mengatur . tentang ekstasz,‘
kiranya dengan berpegang . pada_,
Undang- Undang Pokok Kekuasaan
Kehakiman di mana dikatakan bahwa
haklm tldak boleh meno&ak

terhadap ‘kekosongan hukum
ekstasx -

Pasal 41 Undang«Undang No 23_
Tahun 1992 .tentang. Kesehatan_
menentukan sehagai berikut - :

"..... semua sediaan farmasx
“(termasuk obat) harus memiliki
izin edar dan bila diedarkan tan-
.paizin edar dikenakan _sanksi
‘berdasarkan pasal 81 ayat 2)
_._dengan sanksi pidana. selama—.
lamanya 7 tahun penjara. dan
atau denda sebanyak—banyaknya_
_ Rp 140000000-’-’; :

~'Dengan memperhaﬂkan pasal dz
atas, permasalahan yang utama apa-
kah ‘ekstasi dapat dikatagorikan'se-
bagai obat atau sediaan farmasi.

._-ﬂ




Persepsi terhadap rumusan ini -harug
disepakati- terlebih dahulu. ‘Apabila
memang demikian, maka: -terhadap
peredaran ekstas; dapat d;kenakan
pasal ind. i 2 e

Men;adl pennasalahan selanjut-
nya adalah “apakah pasal ini dapat
digunakan ierhadap pemakai. Kalap-
pun’ untuk-peredarannya dapat di-
+ tafsirkan’ terhadap para; penjual eks-
tasi; ataupun siapapun: 'yang melaku-
kan: peredaran tanpaizin. ‘Bagaimana
apabila: memilikinya saja tanpa me-
1akukan peredaran SR

Dalam hal demzklan dapat dx-

lakukan 'persamaan terhadap delﬁ;—'

pas di peiabuhan udara
adalah szapa yang dapat menjamin
untuk t1dak dledarkannya benda—
benda tersebut Tidak ada suatu
pengawasan terhadap kemungkman
d;edarkannya barang -barang ter-

sebut termasuk masuknya ekstam ke_

Indone31a

Rumusan tentang mengedarkan
tanpa izin harus disepakati bersama,
kalaupun pasal dalam undang-undang
di atas akan digunakan untuk melaku-
kan tindakan terhadap beredamya
ckstasi.

Pasal 204 Kitab Undang-Undang

Alasannya’

Hukum deana (KUHP) menyata-

(1) Barang smpa menjual, men ve-
. .iahkan atau membagz -bagikar
_ 'barang yang dzketahumya il
bahayakan nyawa atau kese t~
an_orang, padahal sifai ber-
‘bahaya it tidak diberitahu, di-
©ancam ‘dengan’ pidana penjara
-pahng lama lima -belas. tahun.

@ Jxka perhuatan mx menyebabkan
" orang mati, yang bersalah d1an-
cam dengan pidana penjara se-
“umur hidup ‘atau pidana penjara
selama waktu “tertentu palmg
1ama dua puluh tahun :

' "Kembali di sini hams dilak i
dan d:adakan persamaan persep X
yakni tentang ‘barang yang mem-
bahayakan nyawa atau kesehafan
orang’’ Apakah memang ekstasi ter-
masuk barang yang dapat mem-
bahayakan nyawaatau kesehatan
orang.-Apabila dilihat dalam keadi-
an sehari-hari, meskipun dengan alas-
an melebihi dosis, temyata terdap'at
pengguna yang memnggal dunia,:

OIeh sebab 1tu harus ada ke-
sepakat:m yang dmmjang oleh para
ahli, dalam hal ini adalah ahli di bi-
dang kesehatan, kalau memang eks-
tasi adalah termasuk barang yang
membahayakan nyawa atau kesehat—
an manusia, ‘

Kedua ketcntuan perundangmn—-
dangan di atas kiranya memungkm- '
kan untuk diterapkan kepada para
pengedar ekstagi, dengan sekali lagi



memberikan penafsiran yang luas bagi
mereka yang mempunyai atan me-
nyimpan eckstagi. Mereka dikatagori-
kan juga sebagax pengedar, karena
t1dak ada suatu pengawasan apakah
‘mer, ancr'ekstasz ml tldak akan di-
edarkan

D1 sampmg kedua ketentuan
tersebut di-atas; masih ada. beberapa
Peraturan Mentcn ‘Kesehatan: yang
iﬂr_anya_ patut diperhankan untuk di-

1aku_annya penmdakan bagl peng’*x

cmna maupun penge _ekstasi.,

Bag1 pa.ra pemakal k1ranya Per-
a_turan__ Menteri Kesehatan No.»124/
Menkes/Per/11/1993 dapat digunakan.
Wewenang Menteri Kesehatan untuk
menentukan klasxﬁkasa obat keras ini

didasarkan pada Undang- Undang

No" 4 9_4 stbl 1949

Demllﬂan pula terhadap mereka
yang. memproduksi, -mengimpor,
mengedarkan dapat- digunakan pasal
80.ayat «(4) huruf:b, pasal 40 ayat
(1), pasal 81-ayat (2) huruf ¢, pasal
41 ayat. (1):Undang-Undang No. 23
Tahun 1992 tentang-Kesehatan juncto
pasal 12 Peraturan Menteri Kesehat-
an No. 124/Menkes/Per/H/1993
3uncto Ordcnanue Obat Keras

Kalaupun mgm dxlakukan suatu
pf:;rkemb.angan hukum, di mana per-
kembangan hukum tidak hanya .me-
laui suatu undang-undang, akan te-
tapi juga dapai dilakukan melalui
yunspmdensa maka dapat dlcan be-
berapa Putusan Mahkamah Agﬂng
Iﬂdonema temang dnpadananya pe-
ngedar serta pemakai ekstasi.

Sebagai contoh adalah Putusan
Mahkamah Agung No. 323.K/Pid/
1995 tanggal 9 Mei 1995 terhadap
perkara Leonard Yacobus. Kiranya
masih banyak lagi perkara ekstasi
yang sudah dlputus dan dinyatakan
bersalah bag1 para pengedar ekstasz

Dengan wewenang yang dibel‘i---
kan oleh Undang-Undang: No. 419;
Stbl 1949 kepada Menteri Kesehat~
an, ‘maka Menteri: Kesehatan ~dapat
menentukan. jenis-jenis. yang dikla-.

" gifikasikan sebagai obat' keras.‘Hal

demikian untuk dapat dilakukannya
antisipasi tethadap perkembaneran di
/bzdang obat-obatan. Apalagi terjadl_
istilah di dalam masyarakat yang
tidak sesuai dengan ketentuan di
dalam | perundang- undangan. Kandung-'
an suatu jenis ramuan kiranya akan
dapat dipakai sebagai rujukan apakah'_
sesuatu ramuan termasuk jenis obat
keras Di sampmg harus dllakukanl
suaty baiasanapa yang dzmaksud obat
keras dibandmgkan dengan barang
yang dapat membahayakan nyawa
atau kesehatan manusia. Karena mes-
k;pun suatu obat yang tidak texmasuk
obat keras, apabila dlgunakan me-
lampaui dosis akhimya akan mem~:
bahayakan nyawa atau kesehatan
orang yang mempergunakannya
Belum Iagl seperti di dalam praktek,
di ‘mana orang mencampurkan ‘obat
tertentu dengan minuman tertentu
pula yang akhirnya menimbulkan
akibat yang sama dengan dxgunakan -
nya obat-obat ierlarang. '

* Oleh sebab itu wewenang yang



dlpunyal Menten Kesehatan vntuk’
menentukan suatu jenis: -obat! sebagaljj:
iranya’ harus: dapellhara3f'-_
. .dan-dikembangkan pembentahuan~;
- mya, sehingga dengan demikian nanti-

obat keras.-

tidak akan terjadi ‘kekosongan hu-
~kum’ terhadap perkembangan di bi-
- -dang ramuan. obat-obatan.

B?ara penegak huxs:um dlharapkan 3
' tidak secara pasif hanya melihai ke-
. pada katentuan yang nyata nyata,

* bersifat- Jimitatif, ‘akan” -tetapi-harus -~ j
' ' it ingin menghllangkan ‘kejahatan -

dllakukan suatu perkembangam me-
lalui penafsiran baik yang diperke-
- nankan oleh hukum, maupun dengan

memperhatlkan pendapat;p__ :

kﬁm ta.nﬁé memnggalkan dogmatxs-.

menya :
?enutup

© . Suatu hal yang terpenting di da-

lam mengatasi masalah ekstasi adalah
harus dibentuknya persamaan per-
sepsi terhadap beberapa hal. Yang

pertama adalah persamaan persepsi-
terhadap bahaya penyalahgunaan’
ekstasi, baik bagi’ pengguna maupun..

akibamya di dalam masyarakat.
. Hal lain yang diperlukan per-

samaan -persepsi, adalah pengertian -

beberapa istitah, uwmpamanya tentang
mengedarkan dan sebagainya. Sebab
dengan hanya melihat apa yang ada
- di dalam ketentuan perundang-un-
dangan niscaya akan berakibat fidak
. dapat dipidananya seseorang, padahal
kemungkinan uniuk o sudah ada.

_undangan untuk melakukan pemni

“Perlu diutarakan-di sifi; e ngan'
‘mencari-cari’ ‘ketentuan- perundang»‘-

dakan’ terhadap ‘pengguna’ maupun
pengedar ekstasi bukan semata-mata
untuk ‘menghukum orang-orang ter-.

_sebut, akan tetapi harus diarahkan
- pada kejahatannya Yang harus d1-_
- berantas bukan penjahatnya a}_can {08
tapi kejahatannya. Sehingga dengan . .
“demikian menghukum sescorang-:

bukan sebagai tu;uan akan tetapi

dalam masyarakat. Karena apabi a?
menghukum sebagax fujuan, akhlmyaj'__

huk_man bag1 seseorang fanpa me-
lihat lagi apakah hukuman it efeknf
atau tidak. :

Persamaan “persepsi yang 'lairf_
yang harus diciptakan adalah terha-
dap ketentuan perundang-undangan
yang telah diuraikan di atas. Hal ini
penting karena apabila tidak ada

'--persamaan persepsi akan terjadi hall. _

yang tidak diinginkan di dalam pe-%

.-nerapan-hukum, Terlebih lagi apabila

pegawai penyidik sudah melakukan
penahanan terhadap mereka yang
dicurigai menyalahgunakan ekstasi:
Kalau saja pada akhimya pengadilan

‘tidak sepakat dengan ketentuan pers

undang-undangan yang digunakan
oleh pegawal penyidik atan Jaksa
Pemuntut Umum, niscaya akan ber-
akibat dituntutnya pegawai penyidik.
maupun Jaksa yang telah melakukan
penahanan iersebut. '




..Dalam hal. demikxan bukan ber-

arti melanggar kebebasan hakim :
akan tetapi diCiptakan persamaan_-
persep31 melalm p«engeman tentang,
bahaya ramuan tertentu di sampmg

pengertian: dalam suatu keientuan,.
kiranya -para hakim. dapat memenuhi-
ketentuan yang ada di dalam undang--
undang . tentang Pokok Kekuasaan-
Kehaklman P






